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PUTUSAN
Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Blp
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat

antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di
Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di Kecamatan Walenrang,
Kabupaten Luwu;
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11
Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada
tanggal 11  Oktober 2024 dengan register perkara  Nomor
492/Pdt.G/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2009, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basse Sangtempe,
Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
84/8/11/2009, tertanggal 11 Oktober 2024;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu
selama 11 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- ANAK |, usia 14 tahun;

- ANAK lI, usia 10 tahun;

- ANAK ll1, usia 7 tahun;

3. Bahwa, pada bulan Februari 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat disebabkan Tergugat sering kali meminum minuman keras
dan memukul Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan rumah orang
tua Penggugat;

4, Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun 8 bulan lamanya
dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing layaknya suami
isteri;

5. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan
rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak
madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak
tercapai;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam) yang berlaku;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasa hukumnya dan menurut relaas Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Blp
tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata rumah
Tergugat kosong dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan
Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan terakhir kali bertempat
tinggal di Kota Palu namun Penggugat tidak mengetahui alamat lengkap
Tergugat di Kota Palu;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena karena panggilan sidang terhadap Tergugat tidak
patut, Majelis Hakim memandang cukup proses pemeriksaan perkara ini tanpa
perlu dilanjutkan pada tahapan berikutnya dan selanjutnya Majelis Hakim dapat
menilai dan mengambil kesimpulan kemudian menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa setelah Tergugat dipanggil di alamat tempat
tinggalnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat namun ternyata
rumah Tergugat kosong dan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat
tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah tidak cermat dalam menyusun
surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-
syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang
tidak jelas (obscur lible), sehingga oleh karenanya gugatan tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis
Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan
tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.l., M.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.l. dan Mujibburrahman Salim, S.H.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.
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Dr. Wildana Arsyad, S.H.l., M.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Dede Ramdani, S.H.l. Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.
Perincian biaya :

1. PNBP
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama Pengugat
: Rp 10.000,00
- Panggilan Pertama  Tergugat
:Rp 10.000,00
- Redaksi 'Rp
10.000,00
2. ATK/Proses : Rp
100.000,00
3. Panggilan 'Rp 18.000,00
4. Meterai : Rp 10.000.00
Jumlah
Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa
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Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :
Salinan putusan diberikan kepada ...................oooe pada tanggal ................cccoeinnn.
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.
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